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PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam  sidang  Hakim  Tunggal  telah  menjatuhkan  penetapan  dalam  perkara

pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

MASWITO bin SEHAT, NIK 6102010312680001, umur 56 tahun, agama Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Swasta,  tempat  tinggal  di

Jalan  Raden  Patih  Gumantar,  RT.  020  RW.  004,  Desa

Pasir,  Kecamatan  Mempawah  Hilir,  Kabupaten

Mempawah,  Kalimantan  Barat,  dalam  hal  ini

menggunakan  domisili  elektronik  dengan  alamat

solehudinmpw@gmail.com  dan  mengunakan  layanan

pesan di nomor 6283141714000, sebagai Pemohon I;

HALIMAH TUSA'DIAH binti FE MATURIDI, NIK 6102014311780001, umur 46

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Guru

Honorer, tempat tinggal di Jalan Raden Patih Gumantar,

RT.  020  RW.  008,  Desa  Pasir,  Kecamatan  Mempawah

Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal

ini  menggunakan  domisili  elektronik  dengan  alamat

solehudinmpw@gmail.com  dan  mengunakan  layanan

pesan di nomor 6283141714000 sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat  permohonan

Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  tertanggal  23  Mei  2025 yang  telah

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Mempawah  pada  tanggal

tersebut  dengan  register  perkara  Nomor  48/Pdt.P/2025/PA.Mpw

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam

pada tanggal 25 September 2008 yang dilangsungkan Sijang, Kecamatan

Galing,  Kabupaten  Sambas,  dan  yang  menjadi  wali  nikah  Pemohon  II

adalah adik kandungnya yang bernama Hasan Basri yasim bin Fe Maturidi,

dipandu  oleh  tokoh  agama  setempat  selaku  penghulu  nikahnya  yakni

Mulyadi, dengan maskawin seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh dua

orang saksi masing-masing bernama Durani dan Nawadi; 

2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan

pernikahan menurut Syara'. Namun selama menikah tidak pernah ada yang

keberatan atas pernikahan Para Pemohon; 

3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 40 (empat

puluh) tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 30 (tiga puluh)

tahun. saat menikah sampai sekarang Para Pemohon beragama Islam; 

4. Bahwa, selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak, yang diberi nama:

4.1. Hamim Putra Mashanum bin Maswito, NIK 3102011807090001,

lahir di Pasir, pada tanggal 18 Juli 2009, Pendidikan Sekolah Menengah

Atas; 

5. Bahwa,  alasan  pernikahan  Para  Pemohon  tidak  tercatat  di  Kantor

Urusan  Agama karena saat  itu  hubungan Para  Pemohon sudah  sangat

dekat  sehingga untuk  menghindari  zina  Para  Pemohon menikah  secara

sirri.  Dan  pada  saat  itu  Para  Pemohon  mengaggap  persyaratan  serta

prosedur  pencatatan  pernikahan  di  KUA rumit.  Para  Pemohon memang

tidak pernah mencatatkan/mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan

Agama manapun; 
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6. Bahwa, Para Pemohon sangat  membutuhkan Penetapan Pengesahan

Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB karena ingin

mendapatkan bukti  sah pernikahannya sehingga mendapat  Kutipan Akta

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten

Mempawah  guna  mengurus  administrasi  akta  kelahiran  anak  serta

keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah; 

7. Bahwa  Para  Pemohon  dalam  keadaan  miskin  sebagaimana  Surat

Keterangan  Tidak  Mampu  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Pasir

Kecamatan  Mempawah  Hilir  Kabupaten  Mempawah  sehingga  mohon

dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini; 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Mempawah  Kelas  I  B  cq.  Hakim  untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2.

Menyatakan sah perkawinan antara  Pemohon I  (MASWITO bin SEHAT)

dengan  Pemohon  II  (HALIMAH  TUSA'DIAH  binti  FE  MATURIDI)  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  25  September  2008  yang  dilangsungkan  di

Sijang, Kecamatan Gading, Kabupaten Sambas;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum; 

 

Bahwa  atas  perintah  Hakim,  Jurusita  telah  mengumumkan  adanya

permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  tersebut  untuk  masa

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama

masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Agama  Mempawah  sehubungan  dengan  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I

dan Pemohon II  datang menghadap sendiri di  persidangan serta Pemohon I

dan  Pemohon  II  menyatakan  tetap  akan  melanjutkan  permohonannya,

sehingga  pemeriksaan  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat  permohonan

Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon

I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi 

1. Muhammad  Zaini  bin  Ibrahim,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jl. Sepok Merah Dusun Sebukit Rama,

RT020,  RW008,  Desa  Pasir,  Kecamatan  Mempawah  Hilir,  Kabupaten

Mempawah,  saksi  adalah tetangga  para  Pemohon,  di  bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

 Bahwa  saksi  hadir  pada  saat  perkawinan  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

 Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menikah  pada  tanggal 25

September  2008  di  rumah  kediaman  orang  tua  Pemohon  II  yang

beralamat di Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;

 Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali adalah  adik kandung

Pemohon II yang bernama Hasan Basri Yasim bin Fe Maturidi, yang

dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Mulyadi, dengan

maskawin berupa seperangkat alat sholat, ada ijab kabul antara wali

nikah dengan Pemohon I;

 Bahwa status Pemohon I ketika menikah jejaka, dan Pemohon II

berstatus gadis;

 Bahwa  tidak  ada  halangan  perkawinan  antara  Pemohon I  dan

Pemohon II;
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 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tinggal

bersama  di  Desa  Pasir  Kecamatan  Mempawah  Hilir  Kabupaten

Mempawah hingga sekarang;

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

 Bahwa  sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang

keberatan atas pernikahan tersebut;

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  tidak pernah cerai dan tetap

beragama Islam;

 Bahwa  tujuan  para  Pemohon  mengajukan  pengesahan  nikah

untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;

2. Madra’i,  umur  66  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  tukang  kayu,

bertempat tinggal di Jl. Galang, RT004, RW002, Desa Galang, Kecamatan

Sungai  Pinyuh,  Kabupaten  Mempawah,  saksi  adalah  tetangga  para

Pemohon,  di  bawah  sumpahnya  telah  memberikan  keterangan  pada

pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

 Bahwa  saksi  hadir  pada  saat  perkawinan  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

 Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menikah  pada  tanggal 25

September  2008  di  rumah  kediaman  orang  tua  Pemohon  II  yang

beralamat di Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;

 Bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali adalah  adik kandung

Pemohon II yang bernama Hasan Basri Yasim bin Fe Maturidi, yang

dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Mulyadi, dengan

maskawin berupa seperangkat alat sholat, ada ijab kabul antara wali

nikah dengan Pemohon I;

 Bahwa status Pemohon I ketika menikah jejaka, dan Pemohon II

berstatus gadis;
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 Bahwa  tidak  ada  halangan  perkawinan  antara  Pemohon I  dan

Pemohon II;

 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tinggal

bersama  di  Desa  Pasir  Kecamatan  Mempawah  Hilir  Kabupaten

Mempawah hingga sekarang;

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

 Bahwa  sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang

keberatan atas pernikahan tersebut;

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  tidak pernah cerai dan tetap

beragama Islam;

 Bahwa  tujuan  para  Pemohon  mengajukan  pengesahan  nikah

untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;

Bahwa  setelah  Hakim  mengajukan  pertanyaan  kepada  saksi  tersebut

diatas,  kemudian  Hakim  memberi  kesempatan  kepada  Pemohon  I  dan

Pemohon II  untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi,  namun Pemohon I

dan  Pemohon  II  tidak  mengajukan  pertanyaan  dan  membenarkan  semua

keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat-

alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya; 

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  dalam kesimpulannya secara lisan,

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  tetap

pada  dalil-dalil  permohonannya  dan  memohon  agar  Hakim  mengabulkan

permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan,  telah  dicatat  dalam berita  acara

sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini,  Hakim

menunjuk berita  acara sidang perkara ini  sebagai  satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan

Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini  dilaksanakan oleh Hakim

Tunggal  berdasarkan  Surat  Izin  dari  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

194/KMA/HK.05/09/2021;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  permohonan  Itsbat

Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II  yang beragama Islam

untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka

berdasarkan  Pasal  49  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama  jo.

Pasal  7  Ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  Pengadilan  Agama  berwenang

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara

Itsbat Nikah ini  adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-Isteri  dalam

pernikahan  tersebut,  maka  berdasarkan  Pasal  7  Ayat  (4)  Kompilasi  Hukum

Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki  legal standing untuk mengajukan

perkara,  karena  merupakan  pihak  yang  berkepentingan  langsung  dengan

perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  memerintahkan  kepada  Jurusita

Pengganti  Pengadilan  Agama  Mempawah  untuk  mengumumkan  kehendak

Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk

dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku

II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan,  maka Hakim menganggap

perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya; 

Menimbang,  bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  telah dipanggil  secara

elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
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dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut,

Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada

Pemohon I  dan  Pemohon II  terkait  dengan  permohonan  pengesahan  nikah

(isbat  nikah)  dan  akibat  hukum dari  isbat  nikah,  terhadap  nasehat  tersebut

Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan melanjutkan perkaranya;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa yang menjadi  masalah pokok dari  permohonan  ini

adalah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II mohon  agar  pernikahannya  yang  telah

dilangsungkan  menurut  syariat  Islam  dapat  disahkan  pengadilan  serta

Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah

dan  otentik  guna  mengurus  dokumen-dokumen  kependudukan  dari  instansi

yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  tersebut,  maka  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan

permohonan  Itsbat  Nikah  didasarkan  pada  alasan  sebagaimana  ketentuan

Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 7

ayat  (2)  dan  (3)  huruf  e  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  perkara  ini

berkaitan  dengan  sah atau  tidaknya suatu  perkawinan,  maka yang menjadi

pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

telah  dilaksanakan  pada  waktu  dan  tempat  tersebut  serta  apakah  benar

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan

rukun perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  sesuai  bunyi  Pasal  283  R.Bg.,  yang  menyatakan

bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan,

maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus

membuktikan hak atau keadaan itu”;
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Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon I  dan  Pemohon II  juga  mengajukan  saksi-saksi,  yang  mana oleh

Hakim akan dipertimbangkan untuk menetapkan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  saksi  pertama  dan  ke  dua  yang  diajukan  oleh

Pemohon I  dan Pemohon II  telah hadir  dan memberikan keterangan secara

pribadi  di  persidangan,  telah  memberikan keterangan di  bawah sumpahnya,

diperiksa  satu  persatu,  dan  tidak  terhalang  secara  hukum  untuk  didengar

kesaksiannya,  maka berdasarkan Pasal  172 ayat  1 angka (4 dan 5)  R.Bg.,

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga

dapat di terima;

Menimbang,  bahwa  para  saksi  semuanya  hidup  bertetangga  dengan

Pemohon I  dan Pemohon II  dan terlibat langsung dalam prosesi  pernikahan

Pemohon I  dan Pemohon II,  disamping itu  jumlah saksi  yang diajukan oleh

Pemohon I  dan Pemohon II  telah memenuhi  batas minimal  (vide Pasal  306

R.Bg)  serta  kedua  orang  saksi  tersebut  telah  datang  menghadap  di  muka

persidangan dan disumpah;

Menimbang,  bahwa  pengetahuan  saksi  tentang  prosesi  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (vide Pasal

308 ayat 1 R.Bg.), oleh karena itu menurut penilaian Hakim keterangan tersebut

telah  memenuhi  syarat  materiil  kesaksian  dan  maksud  Pasal  309  R.Bg.,

karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  di  atas  ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari’at Islam pada

tanggal 25 September 2008 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang

beralamat Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;

Halaman 9 dari 18 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2025/PA.Mpw
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saat Pemohon II  akad nikah yang menjadi  wali  nikah adalah adik

kandung Pemohon II  yang bernama Hasan  Basri  Yasim bin  Fe Maturidi,

kemudian  bertaukil  nikah  kepada  seorang  penghulu  kampung  setempat

bernama Mulyadi;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa mas kawin  berupa seperangkat  alat  sholat,  dan ijab  qobul  antara

Pemohon I dengan ayah kandung adalah langsung tanpa berselang waktu,

dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Durani dan Nawadi;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan

Pemohon II gadis;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  diantara  kedua  mempelai  tersebut  tidak  ada  halangan  untuk

melaksanakan pernikahan;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon

II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas

keabsahan pernikahannya;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  mencatatkan  pernikahannya  di

Kantor  Urusan  Agama karena  saat  akad  nikah  Pemohon II  belum cukup

umur;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai

1 orang anak;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian

hukum  tentang  status  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan

administrasi kependudukan lainnya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang,  bahwa  dalam  aturan  perundang-undangan  mengenai

perkawinan  di  Indonesia,  untuk  melakukan  pernikahan  tidak  hanya  sebatas

terpenuhinya  syarat  dan  rukun  pernikahan  yang  telah  ditentukan  oleh

agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan juga

untuk  mencatatkan  perkawinannya,  sebagaimana  maksud  Pasal  2  ayat  (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perkawinan  jo.,  Pasal  5

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat

penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut  diakui  dan dilindungi  oleh

hukum.  Dengan  adanya  pencatatan  perkawinan,  hak-hak  mereka  sebagai

warga negara dapat terlindungi, karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara

sebagai bukti bahwa suami istri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan penting dilakukan

sebagaimana keterangan di atas, tetapi sebagian masyarakat Indonesia masih

awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan

pernikahan  mereka  di  Kantor  Urusan  Agama.  Sebagian  masyarakat  masih

menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting. Menurut mereka

pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fiqih saja sudah cukup

dan  sah.  Tentu  saja  hal  tersebut  tidak  tepat  karena  sejatinya  pencatatan

perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara;

Menimbang,  bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat,  peraturan

perundang-undangan masih membuka jalan agar  perkawinan tersebut  dapat

diakui sah menurut hukum dengan jalan mengajukan permohonan Isbat Nikah.
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Pasal 7 ayat (3) Kompilasi  Hukum Islam memberikan batasan terkait alasan

pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini,

Pemohon I dan Pemohon II beralasan perkawinan yang mereka lakukan tidak

memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (vide Pasal 7

ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam) serta adanya adanya hak-hak yang

harus dilindungi;

Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  mempertimbangkan  masa  depan

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  serta anak-anaknya  dari  pernikahan  tersebut.

Dalam hal ini, Hakim berpendapat apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon

II  tidak  mendapatkan  pengakuan  dari  negara  dengan  tidak  mendapatkan

Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II serta

anak-anak  keturunan  mereka  dimasa  yang  akan  datang,  terutama  terkait

dokumen-dokumen kependudukan  untuk  berbagai  keperluan. Disamping  itu,

bagi kepentingan anak-anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II keberadaan

Buku Kutipan Akta  Nikah orang tuanya sangat  diperlukan untuk  pembuatan

akta kelahiran dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa

yang akan datang;

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2

ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban

(maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak

warga  negara  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan

negara,  dan  selain  itu  merupakan  upaya  untuk  menghilangkan  faktor-faktor

yang  dapat  membahayakan  (mafsadat)  pertumbuhan  kehidupan  anak  yang

akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi

dan diprioritaskan, oleh karena itu, dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang

memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan  menurut  ketentuan  syari’at  Islam

sebagaimana tersebut  di  atas  guna menghindari  dampak negatif  (mafsadat)

yang  ditimbulkannya  harus  lebih  diutamakan  daripada  menjaga  ketertiban
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prosedur dan administrasi perkawinan (maslahah), sesuai pula dengan kaidah

fiqh  yang  artinya  berbunyi  “Menolak  kesusahan  (madlarat)  itu  harus

didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  menurut  hukum,  mengitsbatkan  perkawinan  yang

dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila

perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan

bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  16  Tahun  2019  jo.  Pasal  4  Kompilasi  Hukum Islam  adalah  apabila

perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon

II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatat

kan  sesuai  dengan  maksud  Pasal  5  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam,

maka permohonan Pemohon I dan permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  14  Inpres  Nomor  1

Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  rukun  dan  syarat  perkawinan

disebutkan bahwa untuk  melaksanakan perkawinan harus  ada calon  suami,

calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat  pernikahan, Pemohon I  beragama Islam

dan  Pemohon  II  juga  beragama  Islam,  maka  pernikahan  tersebut  telah

memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada

hubungan  nasab  atau  hubungan  darah,  semenda,  ataupun  sesusuan,  dan

Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak

ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya,

maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan

perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

dengan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  jo Pasal  39 sampai  dengan

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang,  bahwa  sebagaimana  hujjah  hukum  dalam  Kitab  I'anatut

Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat

Hakim sendiri yang berbunyi:

من           شروطه و صحته دكر إمرأة على بنكاح الدعوى فى و
عدول     شاهدين و ولى نحوى

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus

dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti  adanya wali

nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang,  bahwa yang  menjadi  wali  nikah  dalam pernikahan  antara

Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah  adik kandung Pemohon II yang

bernama  Hasan  Basri  yasim  bin  Fe  Maturidi,  dipandu  oleh  tokoh  agama

setempat selaku penghulu nikahnya yakni Mulyadi, maka Hakim berpendapat

bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut

adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan

syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21

ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II

tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil

baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad

nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah

saksi  nikah  yang  sah,  karena  telah  memenuhi  salah  satu  rukun  nikah  dan

syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi

Muhammad SAW dari  Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu

Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut: 

عليه          الله صلى الله رســول عـن حصـين ابن عمـران مـن

أحمـد        (  رواه عــدل وشـاهـدي بـولي إل نكاح ل قال وسلـم

( عـبدالله     عـن روي حنـبال بن
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Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda “Tidaklah sah

suatu nikah, tanpa adanya wali  dan dihadiri  oleh dua orang saksi yang adil”

(HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang,  bahwa  saat  akad  nikah  dilangsungkan  terdapat  ijab  dan

kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan

sendiri  secara  langsung,  jelas,  beruntun  dan  tidak  berselang  waktu,  maka

Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah

memenuhi  salah  satu  rukun  nikah  dan  syarat  ijab  kabul,  sebagaimana

ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dalam  pernikahan  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

tersebut,  Pemohon  I  telah  memberikan  mahar  secara  langsung  kepada

Pemohon II, berupa seperangkat alat sholat, maka Hakim berpendapat bahwa

mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan

syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan diatas

ternyata  perkawinan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  adalah  sah  karena

dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah

memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan,  sesuai  dengan  maksud  Pasal  6

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16

Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

maka  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  cukup  beralasan  dan  tidak

melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan
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Menimbang,  bahwa  sebagaimana  ketentuan  Pasal  36  Undang-Undang

Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  dalam  hal

perkawinan  tidak  tercatat  dan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,

pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang berbunyi pencatatan perkawinan dari mereka

yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat

Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kenikahtan hukum secara

formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan

perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  setiap  perkawinan  harus  dicatat

sesuai  dengan ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 BAB

V perihal pencatatan Isbat Nikah maka harus diperintahkan kepada Pemohon I

dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai

Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat,

Kabupaten Mempawah;

Biaya perkara

Menimbang,  bahwa berdasarkan  surat  Keputusan Agama Mempawwah

Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Mpw tentang perkara Prodeo maka biaya perkara ini

dibebankan kepada Dipa 01 Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2025;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
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2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  (MASWITO bin SEHAT)

dengan  Pemohon  II  (HALIMAH  TUSA'DIAH  binti  FE  MATURIDI)  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  25  September  2008  yang  dilangsungkan  di

Sijang, Kecamatan Gading, Kabupaten Sambas;

3.

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya

pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  (  PPN  )  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;

4. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mempawah

tahun 2025; 

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025

Masehi bertepatan dengan tanggal  23 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh MULYADI,

S.Ag.,  M.H.  sebagai  Hakim  Tunggal,  penetapan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  dan disampaikan kepada para

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu

oleh HIDAYAT S.H.I., S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan

Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat S.H.I., S.H
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Rincian biaya :

1. PNBP

Pendaftaran

Panggilan Pertama

Redaksi

:

:

:

Rp.

Rp.

Rp.

...,00

20.000,00

10.000,00

2. Proses : Rp. 0,00

3. Panggilan : Rp. 0,00  

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 40.000,00

(empat puluh ribu)
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